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Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Momor 22 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanman Pembangunan Nesional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Fahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesin Nomor 4421);
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004  tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Permerintghan  Daerah  [Lembaran Negera  Repulblik
Indonesaia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 4438);

Undang-Undang MNomor 28 Tahun 2009 temtang Pajak
Dacrah dan Retribusi Daerah (Lembaran Megara Eepubhls
Indonesia Tahun 2009 Momor 130, Tambehan Lembaran
MNegars Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomeor 23 Tebhun 2014 tentang
Pemerintahan Daereh (Lembaran  MNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana
lelah divbeh beberaps  kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomeor © Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undanpg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcnotang
Femerintahan  Daerah  [Lembaran  Nepara Hepublik
Indgnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Mcgara Fepuhlik Indonesia Nomaor 5879);

Bergturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wekil Kepsels
Dacrah (Lembaran Negara Repubklik Indonesia Tahun 20060
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4028}

Peratutran Pemerintah Momor 23 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keouangan Bedan Layanan Umtim {(Lembsran
Nepara Republik Indonesia Tabhun 2005 HNomor 48
Tambahan Lecmbaran Negars Republik indonesia Momer
45021 sebagaimana telah diukah beberapa kal, terakhir
dengan Peraturan Pemernintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturean Pemerintah Momor 23
Tahun 2005 tentzng Penpelolaan Xeuenpgsn Badan
Lavanen Umum  (bembaran Negara Eepublk [ndonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahzn Lembaran Negara
Repuklilk Indonesia Nomeor 2340);

Peraturan Pemerintah Nommor 55 Tahuan 2005 tenrang Dane
Perimbanpan (Lembaran Megara Republik Indeanc=ia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan lLembaran Negars Repubuk
Indonesia Nomor $575}:

Feraturan Pemerinteh Nomor 3 Tahun 2009 tentznp
Hantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Tehun 2000 Nomor 18,
Tambehan lLembaran Megare Republik Indonesia Nomor
4972} schapaimana tclah diunbah becberapa kali, teralimir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubshan Kedua Ates Peraturan Pemetintab
Notnor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Megara Republilk Indonesia Tahun
2018 Nomeoer 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indpne=zia Nomor €177},

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tehun 2010 tcntang
Standar  Aluntans: Pemerintahan  [Lemberan  Negara
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Republik Indonesia Tahun 2010 Memer 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51635(;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 (entang
Fembimaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah {Lembararn  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Meparg Republik Indonesia Nomor 6041},

Peraturan Pemerntah Nomor 1B Tahun 2017 tentang Hak
Keuanpan dan Administrasi Pimpinan dan Atggota Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106G);

Peraturan Pemerinteh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Panpelolaan Keuangan Daesrah {Lembaran Negara Republik
Indone=sia Tahun 2019 Mommor 42, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5322);

Peraturan Pemerintzh Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Ewaluasl Penyelenggaraan Pemerintahan
Daergh (Lembaran Negara Bepubhk Indanesia Tahun 2010
Nomer 52, Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor $323);

Feraturan bMenter Datam Wegeri Nomer 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Deerah
tentang Anggaran Pendapatan den Belanja Daeral dan
Rancanpan Pergturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negen
Momor 36 Tahun 2011 tentang Ferubahan Atas Peratycan
Menteri Dalam Negerl Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara FEwaluasi Fancangsn Peraturan Bacrsh  entang
Angparan Pendapatan dan Belama Daerab dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanmja Dacrah [(Benta Negama Repulblik
[nedomesia Tahun 2011 Nomor 5235},

Peraturan Menteri Dalam Meperi Nomor 32 Tahun 2011
tentang Podoman Pemberian Hibab dan Bantuan Sosial
¥ang Bersumber Darl Anggaran Pendepatan dan Belanja
Dracrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
WNomor 4500 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir denpan Peraturen Menten Dalamy Neger: Nomaor B9
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelimna Atas Perabaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pembetian Hibhah dan Bantan Sosial yang
bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah
{Berita Negara Reopublik Indonesia Tahun 2019 Nemor
1560);

Peraturan Menten Dalam MNegen Nomor 52 Tahun 20172
tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daesrah
{(Berita Megara Republik Indooesia Tahum 2012 Nemaor
7 54),

Petaturan Menterl dalam Megeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompoken Kemeampuan Keuangan Dacrah
gerta  Pelaksanaan dan  Pertanpggungiawebhan  Dana
Opermaional (Benta Negaraa Eepublk Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067]:

Pergturan Menteri Dalam Negeti Noemor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatap dan Belanjs Daerah, dan Tertib
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Adminisirasi Pengajuan, Penyaluran, den Laporan
Ferianggungjawaben  Penggunaan Bantuan HKeuargan
Partai Politik {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomar &30,

Peraturan Mentern Dalem Negeri Nomor 70 Tehun 2019
Tenteng fistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republils indonesia Tahun 2019 Nomor 17 14):
Peraturen Mepteri Dalam MNegeri Momeor 90 Tehun 20149
Tertang  Klasifikasi, FKodehkasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembongunan dan Keuvangen Daerah [Berita
Mepara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
Pecraturan Menterd Dalam Negerl MNomer &4 Tahun 2020
Tentang Pedoman Penywsunap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 [Berito Negara
Repuklik Indonesia Tahun 2020 Nomor BEB),

Peraturan Dracrah Keabupaten Buleleng Momor 1 Tahun
2007 tentang Polok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
{Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007
Nomeor 1!, Tembahan Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Momor 1) schagrimana telash diubah dengan
Pereturait Dasrsh Nomor S 0 Tahun 2016 tontang
Fetrubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tabun 2007
tentang Polok-Polole  Pengeiolaan Keuangan Daerab
(Lernbaran Dacrah Kabupaten Buleleng Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Llembaran Dacrah Kabupaten
Buleleng Nomor 2};

Peraturan Daersk Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun
2011 tentang Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaman Dasrah Kabupaten Buleleng Tahuan
2011 Nemeor i, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatst
Bulelenp Nomor 1);

Peraturan Daecrah Habupaten Buleleng Nomer 2 Tehun
2011 tenuang Pajak Air Tanah (bembaran Daervah
Kabupaten Bulefeng Tahun 2011 MNeomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupsaten Bulefeng Nomor 29,
Peraturan Dasrah Kabupaten Buleleng Nomer 3 Tahun
2011 tentang Retribusi lzin Gangegian [Llembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Daerah Xabupaten Buleleng Nomor 3);
Feraturan Decrah Habupaten Buleleng MNomor ¥ Tahun
2011 tentanmg Pajalk Parkir (Lembaran Daersh Kabupaten
Buleleng Tehun 20711 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Dasrah Kabupeten Buleleng Nomor 4}

Peratian Dacrah Kabupaten Buleleng Nomor & Tahun
2011 tenlanp Pajak Hotel [Lembaran Dacrah Kabupaten
Buleleng Tahun 2011 Nomor B, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Buleleng Homor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun
2011  gentang Pajek  Restoran  {Lembaran [Dacrah
Kabupaten Buleleng Tehun 2011 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Draerah Kabupaten Buleleng Nomer &f;
Peraturan Dacmah Kabupaten Buleleng Momor [0 Tahun
2311 tentang Pajak Hiburean {Lembaran Dasrabh Kabupaten
Buleleng Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Draerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) ;

Peraturan Daoerah Kabupsaten Buleleng Nomwor 11 Tzhun
2011 tentang Relribuai Izin Trayek [Lembaran Daerah
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Kabupaten Buleleng Tehun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Deerah Kabupaten Buleleng Nomer 8);
Perataran Daerah Kabupat=n Buleleng Nomeor 12 Tabuo
2011 tentang Pajak Reklame [Lembaran Daerab Kabupaten
Buleleng Tahun 201f Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan {Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Buleleng Nomor 10},
Peraturan Daeralt Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun
2011 tentang Pzjek Sarang Burung Walet {Lembaran
Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 14,
Tambahan Lembovan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
113;

F'tz'aturan Bracrah Kabuparten Buleleng Nomor 15 Tahun
2011 tentang Retribuzi [zin Tempat Penjualan Minumen
Beralkohol (Lembaran Dacrah Kabupaten Buleleng Tahun
2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Buleleng Nomor 12);

Peraturen Daervab Kabupaten Buleleng Momor 16 Tabun
2011 tentang Retribusi jzin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tehun 2011
MNomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Xabupaten
Butleleng Nomar 13);

Peratyran Daerabl Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun
2011  tentang Retnbusi Pelayanan  Persampahan/
Hebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2011 Nommor 17, Tambahan Lembaran Dasralt Kabupaten
Buleleng Nomor 14] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Dasralh Nomor 8 2 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
[Lemnbaran DTaerah  Kabupaten Buleleng Tahun 2018
MNomeor &, Tambahan Lembaran Dacreh Kabupaten
Buleleng Nomor 5);

Paraturan Dmersh Kabupaten Buleleng Homor 13 Tahun
21T tentang Retnbus Penyedisan/Penyedotan Kalus
iLermnbaran Deerah Kabupaten Buleleng Tahun 20171
Nomer 18, Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten
Bulsleng Nomor 158];

Peraturan Dacrah Kabupalen Bulelenp Nomor 20 Tahun
2011 tentang Hetribus) Pelayanan Keaehatan (Lembaran
Paerah Kabupawen Buleleng Tahun 2011 HNomor 20,
Tambahap Lembatran Daerall Kabupaten Bulsleng Nomor
I7ThH

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Womor 21 Tahun
2011 tentang Retnibuzi Pengujien Kendaraun Bermotor
(Lembaran Daernh Kabupsien Buleleng Tahun 2011
Nomor 21, Tembahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bulclenp Nomor 18);

Feraturan Deerah Kebupaten Buieleng Nomor 22 Tahun
2011 tentang Fetribusi Pelayanan Parkir di Tepl Jalan
Umurm (Lembamn Pacrah Kabupaten Bulgleng Tahun
2011 Nomor 22, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten
Buleleng Nomor 19) sebagaimana telah diubeh dengen
Peraturann  Daerabh Nomor 9 Tahun 2018  tentang
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Perubabian Atas Peraturan Dacrah Kebupaten Buleieng
Nomor 22 Tahun 2311 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jelan UJmuam {Lembaran Dacrab Kabupaten
Buleleng Tahun 2018 Nomor B

Peraturan Daerah Kabupaten Buleieng Nomeor 23 Tabun
2011 tentang Retribusi Pemnakaian Hekaysan Daerah
(Lembaran Daerzh Kabupalen Bulelemg Tehun 2011
Momor 23, Tambahoan Lembaran Daesrsh  Kabupaten
Buleleng Nomor 20);

Permaturan Daeralr Kabupaten Budeleng Nomor 24 Tahun
2011 tentang Retribysi Tempat Rekressi dan Glahrags
{Lembaran Daerah Kabupaten Bulcleng Tahun 2011
Nomor 24, ‘Tambashan Lembaran Daerskr Kabupaten
Bulcleng Nomer 21) sebagaimana telah diukah dengan
Petaturart Daerah Kabupaten Bulcleng Nomor 2 Tahun
20116 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomer 24
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Relreasmi dan
ahraga [Lembaran Daersh Xabupaten Buleleng Tahun
2014 Momor 2,

Peraturan Dacrah Kabuparen Buleleng Momor 25 Tahun
2011 rentang Retribusi Terminal [Lembaran Daemah
Eabupaten Buleleng Tahun 2011 MNomor 25, Tambahan
Lembaran Daetalr Kebupaten Buleleng Nomor 22);
Peraturan Daerah Kabupaten Buleteng Nomor 26 Tahun
2011 tentanpg Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran
Daerah Kabuparen Bulsleng Tahun 2011 Nomer 26,
Tambehan Lembaran Daerah Kebupaten Buleleng MNomer
23] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab
Nomer 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraharan
Draerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan [Lembarean Dacreh Kabupatsn Bulsleng
Tahun 2018 Nomor T

Feraturan Daerah Kabupeien Bultleng Momor 27 Tahun
2011 tentamp Eetribusi Tempat Khusus Parkir {Lembaran
Dacrah HKebupaten Buleleng Trhun 2011 NMNomer 237,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor
24

F':r];.turan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1| Tahun
2012 tentang Pajak Minerel Bukan logam dan Bataen
(Lembaran D[Daerah Kabupaten Bulsleng Tahun 2012
Normor , Tambahan Lembaran Dasrah Kabupaten Buleleng
Nomor 1 ];

Peraturan Daerah Kabupaten Buleieng Nomor 3 Tahun
2012 tentanpg Eetnibusal Izin Vsaha Penkanan (Lembaran
Drerah  Kabupaten Buleleng Tahun 2012 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleletng Nomor
3] sebagaimana telalr diubah dengan Peraturan Daerah
Momor 1 Tehun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nommor 3 Tahun 2013 entang Retribusi [zin Usaha
Ferikanan (bembaran Dasrelh Kabupsaten Buleleng Tahuan
2016 Nomor 1),

Feraturan Daerah Kabupaten Buleleng Netnor 5 Tahun
2013 tentang Pejak Bumi dan Bangunan Perdesasn dan
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun
2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Huleleng MNomor 3] sebagmimang teiah divwbah dengan
Peraturan Daerah HNomor 14 Tahun 20138 termteng



Perubahan Atas Peraturan Daersh Neomor 5 Tabun 2013
tentang Pajak Bumi dan Banpunan Perdesagn dan
Perkotaan [Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tabun
2018 Nomor 14, Tambshan Lembaran Darcrah Kabupaten
Bulsleng Nomor 9);

52. Peramsran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun
2014 tentang Retnibust Perpagatgan [Zin Mempetrlierjakan
Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kebupaten Buleleng
Tahun 2014 Nomor 4, Tambzhan Lemberan Daerah
Kabupaten Buleleng Momor 4} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Nemer & Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraoiran Daerah Nomor 4 Tabun 2014
tetitang  Reotribusi Porpamangan [zin Memperkerjakan
Teraga Asing (Lembaran [Deerah Kabupaten Buleleng
Tehun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran BPaerah
Eabupaten Bulsleng Namor 8];

’

Dengan Fersengjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
dan
BLUIFATI BULELENG
MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUFATEN BULELENG TENTANCG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN EBELANIA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021,

Pazal 1
Dalam Peramran Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerph adalah Kabhpaten Buleleng,
2. Fermmerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Bulzlzng.
3. Femerintahan Daerah adalah penyelenggara  Urasan

Femennishan oleh  Pemenntabh  Dacrgh dapn DEFRD
menurut asas otoncmi dan tugaa pembantuan dengan
prnsip olonomi seluas-luasnya dengan =istem dan prisip
Negara Keszatuyan Republik Indonesia  sebageimens
dimaksud dalam Undang-undang Desar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

4, Bupeti edalah Bupati Bulcieng.

o, Dewan Perwaldfan Halgpar Daerah  yang  sstanjutnys
disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Buleleng.

&. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, selanjutnya
dizingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pernerintahan Dasreh yvang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRED.

Pagal 2
AFBD Kebupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 terdiri aras
pendapatan daerah, belanja Dacrah dan pembtayaan Daerah.

Fazal 3
Angearan Pendapatan  Daerah  Tehun Apgpaapn 2021

direncanakan sebesar Rp.2.174.144,303.423,00  (Dua Trifiun
Jerarus Tujuh Puluh Empar Milidr Seratus Empat Puluft Empot

Juta Tiga Ratus Tiga Ribu BEmpat Ratus Pua Puluh Tiga Ruprah)
vang bersumber dari:
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Pendapetan Ash Dacrah;
Pendapatan Transler, dan
Lain-lmin Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

Pendapatan Asii Daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 hurnaf a direncanakan sebhesar
Rp.358.37% 886,115 (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan
Miliar Tiga Rotus Tumh Puluh Sembdon Juta Delgpan
Ratus Delapan Puluh Ernam Ribu Seratus Lima Belas
Rupiaf), vang terdiri atas :
a. Pajak Dacral;
b. Retribusi Dasrah,
c. Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang

Dipisahlan, dan
d. Lawmn-lain Fendapatan Asti Dasrah yvaog Sah,
Pejak Daerah schagatmana dimakesud pada ayat (1} horaf
a direncanakan sebesar Bp. 145,676,579, 840,00 {Seratus
Empat Pufuh Lima Millor Enam Ratus Tuejuh Pufuf Enom
Juta Lima Rotus Tufuh Puleh Sembilan Ribu Delapon
Fotus Empat Puluh Rupiah).
Rewribvsi Daerah aebagaimane dimaksud pada avat (1)
huruf b dircncanekan schesur RBp. 27.248.782.500,00
(Do Putuh Tumh Milior Duo Ratis Empal Pulul Delapan
Juta Tuph Ratus Delapan Puluh Dua Fibu Lima Batus
Huyprah).
Hasil Pengelalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahlkar
schagaimana dimaksud pade ayat (1} humal o
tdiréneanakan gehesar Rp. 19.8232.0332.435,00 [Sembilan
Belas Miliar Delapan Rotus Dua Pufuh Dua Juta Tiga Puluh
Tiga Ribuy Empal Ratus Tigae Fuluf Lima Rupiah).
Lain-lain Pendapatan Asli Dazrah yang Sah sebapaimana
timatisud peda syat (1) huruf 4 direncanakan schesar
Ep. 165632 490.235,00 {Serarus Enam Puluh Limta Midter
Enam Ratus Tiga Puluf Dung Juta Empat Batis Sembifon
Puluh Ribu Tige Ratus Tigo Puluh Sembifan Rupiah).

Pasal 3
Pendapatan transfer sebapaimana dirmaksud dalam Pasal
d huraf b direncanakan sebesar Ep. 1. 720,277,245 . 845,00
[(Gatu Triliun Tujuh Raotue Dug Puluh Milior Dwe Ratus
Tupeh Puluk Tuuk Juto Dua Botus Empar Peluh Limo Ribu
Delopan Retus Empal Puluf Lima Bupilah), yang terdirn
atas .
a. Pendapaten tranaler Pemerintah Pusat; dan
k. Pendapatan Transfer antar Dacrah.
Fendapatan transisr Pemerintah Pusat scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1} huaraf 2 direncanakan scbhesar
Rp. 1452 536717 000,00 {Saty Troliun Empat Rotus Lima
Puluh Dua Mitiar Delopan Ratus Tiga Puluh Enam Julo
Tujuh Ranes Tyuuh Belas Ribu Rupiah).
fendapatan Transfer antar Daerah  sebagaimana
dimaksud peda ayat (1) hurul b direncanakan sebesar
Rp. 267.440.528.8453,00 [Dua Raius Enam Puluh Tuph
Miliar Empar Rohizs Empet Pulull Juta Lime Rafus Dug
Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empar Pufuh Lime
fupigh|,
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Fasal &

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf © direncanakan sebesar
Rp. 95487, 171.463,00 [Sembilan Puluh Lima Mitiar Empat
Rrtus Delgpen Puluh Tumh Juto Seratus Tujuh Puluh Seh
Ribu Empat Rates Enam Puluh Tiga Bupiah), yang terdiri
atas:

g, Lain-lain pendapatan sesuai  dengan  kstentuan

Feraturan Perundang-undangan;

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuen Peraiuraen
Perundang-undangan sehagaimana dimaksud pada syat
{1) hurufl g direncanakan scbesar Rp 825487 171 463,00
{Sembilen Puluh Lima Miliar Empat Retus Delapan Pulih
Tujuh Juta Seratus Tuwufe Pulubh Satuw Ribu Ermpat Fotis
Enoam Puluk Tiga Rupiah),

Pagal 7

Angraran belanja daeerah tabun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp. 2.351.358.631.512,00 {Duae Trilun Tipa Ratus Lima
Pulukh Sam Miiar Tiga Remus Lime Puivh Defopan Jule Enom
Rotus Tiga Puluh Sghe Ribue Limg Batus Tga Selas Rupiah), yang
terdiny mhas:

o oR

t

1)

{4]

(=}

Ercianja operasional;
Belanja modal;

EBclanje tidak terdupa, dan
Belanja transfer

Pasai 8
Amggaran belanja operasionsl sebapaimans dimoaksud
dalam Pasal 7 hund & dicncanekan sebesar
Rp.1.736.568.610.338 00 (Sotu Tritiun Twuh Rafus Tiga
Puluh Engm Miligr Lima Fafiz Enem Puluk Delgpon Jule
Enam Ratus Sepulub Ribu Tige Rotus Tiga Puluh Delapan
Fupich), yang teidhol atas:
. Belanja pegawai;
k. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belania bantuan sosial.

Eclanja pcgawal scbegaimana dimaksud pede ayat (1)
huril a  direncanakean zebesar Rp. 908 BG0.775.010,00
{Sembilan Eotus Delapan Milior Delapan Fatus Enam
Puluh Jute Tuinh Ratus Tujuh Pulyh Delapon Ribu Sepuleh
Rupigh).

Belamja barang dan jasa sebagamana dimeksud peda
ayat (1} hiral b direncanakan sebesar
Rp.753.944.126.078,00 (Twih Ratus Lime Pulih Tigo
Miiar Sembilan Ratus Empat Puluh Empad Juia Seratis
Dua Puluh Enam Ribw Tupif Puiuh Delapon Rupah).
Belanja kb sebapaimens dimeksud pada avat (1) hwrusf
¢ direncanakan sebesar Rp. 65,184 4656.250,00 (Enam
Puluh Ltma Mbar Sergius Delapan Pulwh Empar Jute
Empal Rafus Enam Puluh Enam Ribu Due Ramus Lira
Pufuh Rupiak).

Belanja bantuan sosial sebagaimena dimaksud pade ayar
(1) hural d direncanakan sebezar Rp, £,.379.240.000.00
(Detapon Milinr Limg Rotus Twuh Puluh Sembiion Juto



{1]

(<4}

(3]

[

(5}

i)

Dua Rotis Empat Puluh Ribu Rupah].

Pasal 9
Anggaran belanja modal sebagairnana dimaksud dalam
Fasal 7 huraf b direncanakan seheaar
Rp.363.814 088 364,00 (Tiga Ratmus Enam Puluh Tiga
Mitiar Delapan Ratus Empal Beles Jule Delapan Puluh
Delopan Ribu Tiga Rates Enart Puluh Empal Rupiak), yang
terdiri atas:
a. belanja model tanah;
b.  belanja model peralacan dan mesing
c. belanja moda!l gedung dan bangunan;
d. belanjs modal jalan, jaringan, dan irigaai;
2. belanja modal aset tetap lainnya,
Belartja modal ranab sebagaimane dimaksuyd pada ayat
(1} huruf & direncanalkan sebesar Rp.2.113.000.000 (fua
Miliar Sevaius Lima Belas Jula Rupiah).
Belanja modal  peralaten dan  mesin sebagaimana
dimalisud pada syat [1) hurul b direncanakan sebesar
Rp 111.32] 845 841,00 (Seratus Sebelas Miliar Tiga Ratue
i Puluh Satu Juta Delapan Ranes Empot Puluh Limo
Atby Delapan Rotus Empat Pufih Sate Rupiafy.
Belanja modal gedung dan banpunan sebagaimana
dimaltaud pada ayat (1] huraf o direneanalkan sehesar
Ep. 165.477.362.344,00 (Seratus Enom Puluh Lima Milior
Empat Fatus Tupch Puluf Twikh Jula Tiga Ratsu Enam
Pulub Duea Tige Rohes Empat Pulul Empat Rupich).
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimubkoud pads ayal (1) hund d direncanakan schesar
Ep.72.981.434.362,00 [Tuyuh Puluh Dua Milisr Sembifan
Retus Delgpen Pubih Sety Jute Empat Ratus Tiga Puluh
Empal Ribu Tiga Fotus Enam Puluh Dua Rupiah).
Belanja modal aset telap lainnya sebagaimana dimmaksuad
pada ayat (1) huruf e direncanakan  sehesar
Bp. 11218445817 00 [Sehelas Miliar Sembillon Ratus
Delopan Belas Jula Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu
Delopan Ranes Tuuh Belos Rupiah ).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terdupa sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huriaf ¢ direncanaltan sebeasar Rp, 5.276.486.01 1,00
(Lima Miligr Dua Rotus Tujuh Puluh Encem Jute Empet Ratus
Delapan Puleh Ervart Ribw Sebelgs Rupiah).

{1]

(2}

Pasal 11
Angaarat  belamga wansfer  scbagaimana  dimabkend
dalamwmy Pasal Y  hura] d  direncanakan sebesar

Ep. 245.659.445,800,00 (Duwa Retugs Empat Puluh Limg
Mihar Enam Rats Empat Puluh Sembilan Jute Empal Ralus
Ermpat Puluh Enam Ribuw Delapan Ratus Rupiah|, vang
terdin aiag:

a. Belarmya bagm bazil; dan

. DBelanja bantuan keushgan

Belanja bag! haesil schagaimana dimmabksid pada ayat (1]
hurul a direncenaken  scbesar Rp 17.379.600.000,00

{Tumh Belos Milior Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta
Rupiah].



(3} Belania bantuan keuangan sehagaimana dimaksud peda
ayat {1}  huwruf b direncanakan  sebesar Ep.
228.220.446.800 00 [Dua Rafus Tun Puluh Delapon Mier
Tiga Rotus Dua Puluh Juta Empai Rotus Empat Puluh Enam

Ribu Delaopan Ratts Rupiah]

Pasal 13

Anpggaran  pembizyaan daerah Tabun Anggaran 2021
direncanakan acbesar Rp. 177.214 338,090,000 [(Seratuz Tuwuh
Prutub Tujuh Miliar Dun Ratus Empat Beles Jula Tigo Ropus Dua
Puluh Deleparn Ribu Sembilen puluh Bupiah), vang terdin atas:

B. PFenerimaan pembiavaan; dart

b,  Pengeluaran pembiayaan.

Pazal 13

1] Anggaran penerimasn permnbisyaan sehageimana dimaksud

dalarmm  Pasal 12 humf 2 direncanakan  sebesar
r Rp 222,214 328 000,00 {dua Rehus Dua Pulvh Dua Miliar
Dhta Raris Empot Belas Juta Tiga Ratus Dua pubih Delgpen
Ribu Sembilan Pulith Fupinh), yang terdini atas;
a, Sisa lehih perhitungan anggaran tahun anggaran
aebelurnnya;

b, Penerimazn vinjaman dacral;

|2} Sisa lebih  perhitungan anggaran  tabun  anggsran
schelumnya scbapaimana dimaksod pada ayat (1) hurof a
direncanaksn schesar Ep, 58,714 328.0900.00 (Delopan
Puluh Delapan Miline Tujuh Ratnws Empat Belas Juto Tigo
Rotus Dug Puluh Delopaen Ribu Sembiian Puluh Rupioh).

(3} Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dineksud pada
ayal i1 huraf b direncanakan sehesar
Rp. 133.500.000 000,00 (Seratus Tiga Puluh Tige Miliar
Limo Ratus Jure Rupiahy.

Fasal 14
(1] Anpgaran penpeluaran pembiayasn schagaimana dimakesud
daiam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.45.000.000.000,00 (Empet Puluh Lima Miliar Rupiaf,
yang terdiri ataa:
a. Penyertaan modal daerah
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang vang Jatuh Tempo

{2] Penyertaan modsl dacrab sebagaimena dimaksud pada
avat {1} hurnf & direncanakan sebesar
Rp. 13.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah).

[3] Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
schaganmmana dimaksgd padz ayat {1 hunad b
direncanakan sebesar Ep, 30.000.00H3,.000,00 (Tiga Puluh
Milinie Rupiah).

Paaal 1%

(1} Zelisih antare angearan pendapaten dacrah  denpan
angparan belanja dacrah mengakibathan terjadinya [defisit)
sebesar Rp. 177.214. 32509000 [Seratus Tuuh Puluh
Tumeh Mifior Dua Ralus Empot Belas Jule Tiga Retus Dug
Puluh Delapan Ribu Sembilan pufieh Rupiah).

(2) Pemblayaan nete yang merupakan selisih penerimaan
permnblayaan cerhadap peagsiuaran pembiavaan
direncanakan sebssar Rp. 177.214.328.000 00 [Serofus
Tupek Puleh Tuuh Milicr Dua Ratus Empal Belgs Juta Tiga
Fatus Dua Puluh Delupan Ribu Sembilan puluh Bupiaky,



(13

{2]

(3]

Pasal 16

Dalam keadaan dararat lermasuk keperluan mendesak,

Pemerintah Deerah dapat melalokan pengeluaran yang

belum  rersedia  anpparannya  dan/zEn pengeluaran

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah

m:, yang sclanjutnya dimasokan dalam  perubahan
tiggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten
eleng Tahun Anggaran 2021, dengan Tate Cara detigats

ter]eb:h dahulu melalkuksn pt:rubahm Peraturan Kepais

Dacrah tentan Penjabaran Perubahin AFBD,

Pembertahuan Ecpada Pimpinan DFELD selanjurnya

disampaikan dalam Laporan Fealisasi Anggaran.

Keadaan darurat sebapaimana dimealksud pada ayat [1)

melputs

2. Bencana alam, bencana non-alam, hencana  sesial
dan /atau kejadian Twar Paasa;

b. Pelaksanaan operasi pencanan dan pertolongan,
dan ata;

£, Kerusakan saranaf prasarans yang dapai menggangal
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendeygak achagaimana dimaltsud pada ayar (1)

rnetipiat:

a. Kebuivuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masvarakat vang anpgarannya belum tersedia dalam
tahun anggarat berjalan,

b, Belanja Dacrah yanpg bersifat mengikat dan belenfa
yatig bersifat wajib;

c. Pengeluaran Dwaerah yang berada diluar  kendali
Pemerintah Dasrah dan tidak dapat diprediksikan
gebelumnys, serta amanat Peranaran  Perundang-
undangan; dan/atau

gd. Pengeluaran Dasrah lainnys vang spabila ditunda
altatt menimbulken keruglan yang lekbih beoar bagi
Pernerintal Daerah dan fatay masyarakat,

Pasal 17

Uraian iebih lanjut anpggaran pendapatan dan Belanja Daecerah
sehagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum  datam
Lampiran yang merdpakan bagian oOdak (erpisahkan  dan
Feraturan Daerah Kabupaten Buleleng ini terdiri dari:

1.

Lampirann ] Ringkasan  APBD  yang  Dhkilasifikasi
Menunar Helompok dan Jenis Pendapatan,
Belenja, dan Pembiayvaan;

Lampiran 11 Ringkazan APBD wvang  Dilklasifikasi
Menurat Urusan Pemerintehan Daerah dan

Organisas,
Lamprran Il Rincian APED rnenurat Uru=an
Pemerintahan Daecrah, Crgenisasi,

Program, Hegiaten, Sub Kemiatan,
Kelompok, Jenils Pendapatan, Belanjs, dan

Parmbiayaan;
tampiran [V Rekapitulasi Belamja Menurat  Urnsan
Pamerintahan Draerah, Organisasi,

Prograrn, Hegiatan Beserta Hasil dan Sob
Eematen Beoascrta Keluaran;

Lempitan ¥  Rekapitolasi  Belapja Dacrah Unmuk
Hegalatasan dan Keterpaduan Urnasan
Pemerintah Dagrsh dan Fungs: Daelam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negarg;






LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN BULELENG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Uraian Jumlah
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 358.379.886.115
4.1.01 Pajak Daerah 145.676.579.840
4.1.02 Retribusi Daerah 27.248.782.500
4.1.03 g?;iisl;il:agglolaan Kekayaan Daerah yang 19.822.033.435
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 165.632.490.339
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.720.277.245.845
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.452.836.717.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 267.440.528.845
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 95.487.171.463
4303 p00 e Perundang Undangan 95.487.171.463
Jumlah Pendapatan 2.174.144.303.423
S BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 1.736.568.610.338
5.1.01 Belanja Pegawai 908.860.778.010
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 753.944.126.078
5.1.05 Belanja Hibah 65.184.466.250
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 8.579.240.000
5.2 BELANJA MODAL 363.814.088.364
5.2.01 Belanja Modal Tanah 2.115.000.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.321.845.841
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 165.477.362.344
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 72.981.434.362
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 11.918.445.817
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.276.486.011
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.276.486.011
5.4 BELANJA TRANSFER 245.699.446.800
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 17.379.000.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 228.320.446.800
Jumlah Belanja 2.351.358.631.513
Total Surplus/(Defisit) (177.214.328.090)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 222.214.328.090
6.1.01 glesbae 5$ily§erhimngan Anggaran Tahun 88.714.328.090
6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah 133.500.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 222.214.328.090
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000

Hal. 1/2







